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SALINAN 

BUPATI TANAH DATAR 

PROVINS! SUMATERA BARAT 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR 
NOMOR 5 TAHUN 2017 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR 
NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA 

MENENGAH DAERAH TAHUN 2016 - 2021 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TANAH DATAR, 

Menimbang 

Mengingat 

- 

a. bahwa program pembangunan jangka menengah daerah 
Kabupaten Tanah Datar telah ditetapkan dalam Peraturan 
Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 6 Tahun 2016 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 
2016 - 2021; 

b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 6 
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Tahun 2016 - 2021 perlu disesuaikan 
dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah 
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta 
perkembangan keadaan dan kebutuhan sehingga perlu 
dilakukan perubahan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar 
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Tahun 2016 - 2021; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam 
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

,L 
4. Undang-Undang ..• 



4. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4700); 

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4725); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) ; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
2 1 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4817) ;  

9 . Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 

10 .  Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 14 ,  Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887); 

1 1.  Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 
2015-2019; 

12 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 517 ) ;  

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

� 14 . Peraturan . . .  



14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 - 
2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 
2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 
Sumatera Barat Nomor 7); 

15.  Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 
Tahun 2012 ten tang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi 
Sumatera Barat Tahun 2012 - 2032 (Lembaran Daerah 
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13, 
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat 
Nomor 79); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 
2010 tentang Prosedur Perencanaan Pembangunan 
Partisipatif (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar 
Tahun 2010 Nomor 4 Seri E); 

17.  Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 
20 1 1  ten tang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Datar 2005 - 2025 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2 0 1 1  
Nomor 4 Seri E); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 2 Tahun 
2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 
Tahun 2 0 1 1  -  2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah 
Datar Tahun 2012 Nomor 2 Seri E); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 6 Tahun 
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Tanah Datar Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 6); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 
2016 Nomor 9); 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR 
dan 

BUPATI TANAH DATAR 

M E M U T U S K A N :  

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG 
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 
TAHUN 2016 - 2021 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 6 
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 
2016 - 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 Nomor 6, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 6) diubah sebagai 
berikut : 

� 1 .  Ketentuan . . .  



1. Ketentuan Pasal 1 angka 9, angka 10, angka 1 1  dan angka 17 diubah 
sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 1 

Dalarn Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1 .  Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar. 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 
oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut 
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas­ 
seluasnya dalarn sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalarn Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 
adalah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan 
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

5. Bupati adalah Bupati Tanah Datar. 

6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya 
disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 
(dua puluh) tahun. 

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya 
disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 
(lima) tahun. 

8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD 
adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah dalarn penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah; 

10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra 
Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah 
untuk periode 5 (lima) tahun. 

1 1 .  Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja 
Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah 
untuk periode 1 (satu) tahun. 

12.  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 
APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan 
dengan Perda. 

13 .  Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada 
akhir periode perencanaan. 

14. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan 
dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 

15. Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program 
indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. 

16 .  Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah 
dalam mencapai tujuan. 

� 1 7. Program . . .  



17. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih 
kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, 
yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan 
dan sasaran pembangunan Daerah. 

2. Mengubah Lampiran sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran dokumen RPJMD yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Daerah ini. 

Pasal II 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah 
Datar. 

Ditetapkan di Batusangkar 
pada tanggal 31 Agustus 2017 

BUPATI TANAH DATAR, 

ttd. 

DI, SH, S.Sos 

130 199202 1 002 
A 

IRDINANSYAH TARMIZI 

Diundangkan di Batusangkar 
pada tanggal 31 Agustus 2017 

Pih. SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN TANAH DATAR, 

ttd. 

HELFY RAHMY HARUN 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2017 NOMOR 5 

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR PROVINSI 
SUMATERA BARAT : 5/104/2017 

Salinan sesuai dengan aslinya 
LA BAGIAN HUKUM 

.. TANAH DATAR, 
(?. 

C 



PENJELASAN 
ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR 
NOMOR 5 TAHUN 2017 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATUAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR NOMOR 6 
TAHUN 2016 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 

2016 - 2021 

I. UMUM 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan 
dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, dan program Kepala Daerah 
yang dituangkan ke dalam strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan 
daerah. Dalam pelaksanaannya, RPJMD digunakan sebagai pedoman dalam 
penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis 
Perangkat Daerah (Renstra PD) bagi perangkat kerja di lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Tanah Datar. 

Dalam perjalanannya, terjadi perubahan kebijakan dalam penyelenggaraan 
pemerintahan, yaitu diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 
2016 tentang Perangkat Daerah yang merupakan pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah. Hal ini membawa 
perubahan yang signifikan terhadap pembentukan perangkat daerah, yang 
dibentuk dengan berdasarkan kepada urusan pemerintahan yang diserahkan 
kepada daerah. Perubahan kebijakan ini ditindaklanjuti oleh Pemerintah 
Kabupaten Tanah Datar dengan menyusun Peraturan Daerah tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Datar .. 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal I 

cukupjelas 

Pasal II 

cukupjelas 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2017 
NOMOR16 


